BAB II1
PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan kajian terdahulu, maka penulis dapat menarik
simpulan sebagai berikut:
1. Bagaimana Peran Bank dalam menjalankan fungsinya dalam mengatasi

pelanggaran Data Pribadi Nasabahnya?

Dalam menjalankan peranan bank di Indonesia yaitu bank memberikan
berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai
transaksi. Untuk menjalankan proses transaksi inilah bank seharusnya dapat
melindungi nasabahnya dari tindak pelanggaran data pribadi dari berbagai
pihak baik itu dari kelalaian bank itu sendiri karena kurangnya kehati-hatian
dalam melindungi data pribadi nasabah bank sehingga bias jatuh pada pihak
ketiga maupun dalam hal sistem keamanan dari layanan i-banking yang
kurang memadai keamanan dari pengguna layanan i-banking sehingga dalam
tindakan pihak ketiga dapat memunculkan berbagai ketidak nyaman terhadap
nasabah. Oleh karena itu untuk menjalankan peranan bank dalam
meningkatkan kualitas dari sistem keamanan perlindungan data pribadi agar
proses transaksi dari nasabah dapat terlindungi dari pihak ketiga atau dari
pihak internal bank itu sendiri dan bagi pihak bank juga harus memperhatikan
dan meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pihak bank yaitu

dengan cara meningkatkan integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan
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pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun
pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, nasabah juga harus
memperhatikan kesehatan bank yang bersangkutan dan bagaimana bank
tersebut memiliki kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank agar data
pribadi nasabah dapat dilindungi dengan baik oleh karena integritas yang
tinggi yang diberikan ooleh kepatuhan bank terhadap hubungan kerasahasiaan
bank. Dengan kata lain mekanisme kerja secara internal bank ditingkatkan
agar memberikan kenyamanan dalam perlindungan terhadap nasabah serta
dapat memangani dengan baik keluhan nasabah atas pelanggaran data pribadi

yang terjadi pada nasabahnya.

2. Apakah Implementasi Pasal 26 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik terhadap pelanggaran data pribadi nasabah yang
dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah pengguna internet banking sudah

efektif dalam melinndungi data pribadi nasabah?

Hal ini dikarena tidak ada aturan pelaksanaan dari Pasal 26 Tahun 2008
tentang ITE, meskipun telah diatur tentang bagaimana perlindungan itu di
berikan, namun hanya secara umum saja. Sehingga pada pelanggaran data
pribadi nasabah diterapkan dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai bank sentral dimana
kewajiban dari BI ialah mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk
mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Oleh karena lemahnya
perlindungan yang diberikan oleh Pasal 26 ini, sehingga dalam hal ini Pasal

26 Tahun 2008 tentang ITE kurang efektif dalam perlindungan data pribadi,
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maka dari itu perlindungan untuk nasabah dan yang dapat memberikan
perlindungan data pribadi nasabah diberikan oleh BI dalam perlindungan

terhadap data pribadi nasabah bank dalam PBI.

2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan mengenai skripsi yang dikaji, maka penulis
mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlunya disusun standar minimal bagi bank-bank dalam melakukan jasa
pelayanan menggunakan internet meliputi masalah teknologi sistem
informasi, prosedur, kontrol internal dan masalah hukum untuk
menghadapi permasalahan yang akan muncul sebagai akibat dari layanan
internet banking.

2. Diperlukannya suatu perbaikan dalam ketentuan Undang-Undang
Perbankan disertai tindakan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini
dikarenakan ketentuan perundang-undangan perbankan yang ada belum
secara sepenuhnya mengatur sistem teknologi informasi yang sekarang
diterapkan pada dunia perbankan khususnya dalam hal privasi data

pribadi nasabah.
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